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<b>ABSTRAK</b><br>

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi apakah pedoman audit investigasi Badan Pengawasan K euangan
dan Pembangunan BPK P telah mengakomodir seluruh aspek dalam Fraud Examiners Manua FEM .
Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pemenuhan pedoman audit investigasi Badan
Pengawasan K euangan dan Pembangunan atas aspek hukum di Indonesia. Penelitian dilakukan
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perbandingan. Pengumpulan data melalui studi
dokumen dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan pedoman audit investigasi BPK P yang disebut
Pedoman Penugasan Bidang Investigasi PPBI telah memenuhi aspek hukum di Indonesia. PPBI jugatelah
mengakomodir aspek umum yang terdapat dalam FEM. Namun, tidak seperti Fraud Examiners Manual,
PPBI mengharuskan hal-hal teknis terkait audit investigasi dituangkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan
audit investigasi yang merupakan turunan dari PPBI. Sampai dengan penelitian berakhir BPKP belum
memiliki petunjuk teknis pelaksanaan audit investigasi oleh karenaitu direkomendasikan untuk segera
menyusun petunjuk teknis pelaksanaan audit investigasi.
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<b>ABSTRACT</b><br>

The purpose of thisresearch is to determine whether BPKP rsquo s guidelines of investigative audit has
accommodated all aspects of Fraud Examiners Manual FEM . The purpose of this research also to determine
compliance of BPKP rsquo s guidelines of investigative audit over the legal aspects of Indonesia. Itisa
gualitative research using a comparison approach. Data are collected through the study documents and
observation. The results show that BPKP rsquo s guidelines of investigative audit which is called PPBI has
fulfilled legal aspect in Indonesia. PPBI has also accommodated the general aspects contained in FEM.
However, unlike the Fraud Examiners Manual, PPBI requires technical matters related to the investigative
audit to be set forth in the technical guidelines for conducting an investigative audit which is a derivative of
the PPBI. Until the research ends BPKP does not have technical guidance on the conduct of the investigative
audit yet, therefore it is recommended to immediately prepare technical guidelines for the implementation of
the investigative audit.
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